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Abstrak
 

Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di

persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk

perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 5 ayat (2) bahwa semua bentuk perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) baru dapat

diberikan setelah adanya persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara

dalam Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1), bahwa pemeriksaan saksi melalui teleconference baru dapat

dilakukan setelah mendapat izin dari hakim. Skripsi ini menganalisis siapa sesungguhnya yang berwenang

dalam menentukan apakah seorang saksi diperiksa melalui teleconference atau tidak, khususnya pada

Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba?asyir Alias Abu

Bakar Ba?asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel. Penelitian dalam skripsi ini

menggunakan metode kepustakaan dengan metode pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Teleconferencing as an option for protecting the witness when he or she gives his or her testimony on a trial

has been regulated in article 9 paragraph (3) of Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and

Victim. Teleconferencing as a form of protection that may provided for witness in certain cases refers to

article 5, paragraph (1) of Law No.13/2006. However, as article 5 paragraph (2) has determined that all

forms of protection refers to article 5 paragraph (1) allowed only after the approval of Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (The Body of Witness and Victim Protection). Although article 9

paragraph (3) jo. Article 9 paragraph (1) that the interrogation of witness via teleconference may be done

only after receiving permission from the judge. This thesis mainly discussed about the authority to

determine whether a witness examined via teleconference or not, especially on the trial of a terrorism crime

in the name of offender Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir Case Number 148/Pid.B

/2011/PN. JKT.Sel. This thesis is using the normative method research in statue approach and case

approach.
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